














BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 18 

Pada saat peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini berlaku; 

1. Keputusan pengangkatan dan/atau kontrak pengadaan barang dan jasa

PPNASN yang belum mencantumkan kewajiban kepesertaan dan

pembayaran iuran JKK dan JKM, masih tetap berlaku sampai dengan

ditetapkan yang baru berdasarkan peraturan ini;

2. Kewajiban pengembalian uang iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (4) bagi PPNASN yang belum terdaftar dalam program JKK dan JKM

pada pengelola program jaminan sosial ketenagakerjaan, dinyatakan tidak

berlaku.

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Peraturan Sekretaris Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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Ditetapkan di Jakarta, 
Pada Tanggal 11 November 2019 
SEKRETARIS JENDERAL, 

INDRA: SKANDAR 
NIP. 196611141997031001 

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
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ttd.
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